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KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR  :  B-32/Umtak/000/09/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :    a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal  13 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk mewujudkan
pelayanan  cepat,  tepat  dan  sederhana  dalam  menyebarkan  Informasi
Publik, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumantasi Pembantu (PPID
Pembantu)  pada  Badan  Riset  dan  Inovasi  Daerah  Kabupaten  Kutai
Kartanegara;

b. bahwa  untuk  merencanakan,  mengorganisasikan  dan  melaksanakan
kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan Informasi
yang  cepat,  mudah  dan  wajar  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  perlu
ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

c. pegawai yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b  dan  c  diatas,  dipandang  perlu  menetapkan  dengan  Surat  Keputusan
Kepala  Badan  Riset  dan  Inovasi  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID)
Pembantu Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2020  tentang
Standar  Harga  Satuan  Regional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

6. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021
Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan  Pelayanan  Informasi  dan  Dokumentasi  di  Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri;
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8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77  Tahun
2020  Tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor  3  tahun  2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022
Nomor 153);

11. Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  4  Tahun  2013  tentang
Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara;

12. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47/SK-BUP/HK/2026 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna
Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan
Riset Dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026;

13. Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  1  Tahun  2023  tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Riset dan Inovasi Daerah;

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA
SKPD)  Badan  Riset  dan  Inovasi  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara
Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  Pembantu,

sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  Pembantu  mempunyai
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :  

STRUKTUR ORGANISASI / PENGELOLA PPID
PEJABAT PENGELOLA INFROMASI DAN DOKUMENTASI

ATASAN PPID KETUA PPID PPID PELAKSANA

Dr. BAHARI JOKOSUSILO,
S.PT.,M.P

H. PAHMIADI, S.E., M. Si ASTUTI, S. Sos

BIDANG TUGAS NAMA / JABATAN

BIDANG PELAYANAN
INFORMASI

 Menerima dan mencatat 
permohonan informasi

 Memberikan informasi publik
 Membantu proses penyelesaian 

sengketa

 DEWI ENDAH SAPUTRI, S. 
Sos

BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

 Mengumpulkan, mengelola, 
menyimpan dan 
mendokumentasikan informasi 
publik

 Menyediakan informasi publik
 Melakukan pemutakhiran 

informasi publik

 AWANG DEDI RAHMANI, S.E
 ROCKY NOVEMRI 

MAKMAKER

BIDANG PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI

 Melakukan fasilitasi penyelesaian
sengketa infromasi

 Koordinasi dengan Komisi 
Informasi dan pihak terkait

 M. HUSNIARDI, S.H
 TRIANA HERLINA
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KETIGA : Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan
Dokumentasi  Pembantu  bertanggungjawab  kepada  Kepala  Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai  Kartanegara, selaku Ketua
PPID Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2026 yang dialokasikan pada Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KELIMA : Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak  Tanggal  2  Januari  2026,  dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan di
adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
            Pada Tanggal : 18 September 2026

${ttd}

BIDANG KEUANGAN, SARANA
DAN PRASARANA

 Mengelola anggaran kegiatan 
PPID

 Menyediakan sarana dan 
prasarana

 Mendukung operasional PPID

 FAHMI MULIANTO
 NURUL AZMI, S.E

PPID PELAKSANA / PETUGAS LAYANAN INFORMASI

BIDANG TUGAS NAMA / JABATAN

SUB BAGIAN UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN

KEPEGAWAIAN

 Mengelola informasi di lingkungan 
Sekretariat

 RADHIATUL FITRIANY

PPID PELAKSANA BIDANG
INOVASI DAN TEKNOLOGI

 Mengelola informasi di lingkungan 
Bidang Inovasi dan Teknologi

 SURYA WARDHANA
 AJI ICHA PRILITA, S.E
 M. BAMBANG
 RIDA SEPTIANTI

PPID PELAKSANA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN

PENGKAJIAN PERATURAN

 Mengelola informasi di lingkungan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan

 HASBIANTORO
 ZULKARNAIN GUNAWAN
 IMELDA THERESIA P, S.H

PPID PELAKSANA BIDANG
SOSIAL DAN

KEPENDUDUKAN

 Mengelola informasi di lingkungan 
Bidang Sosial dan Kependudukan

 M. IRMAWANSYAH, S.E
 ZUBAIRI, S.E
 ERWIN WINATA
 RINI MARLINA, S.E

PPID PELAKSANA BIDANG
EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

 Mengelola informasi di lingkungan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan

 AJI BEANTRIK LORA B, S.E
 FAHRUDIN NUR, S.E
 FEDI HEVI ERIVANA, S.T
 ASLIHUL GHAUTSIY, S.E
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Lampiran : Keputusan  Kepala  Badan  Riset  dan  Inovasi  Daerah  Kabupaten  Kutai

Kartanegara

Nomor : B-32/Umtak/000/09/2026

Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun

Anggaran 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO JABATAN DLM PPIDP NAMA / JABATAN

1 Pengarah PPID UTAMA KUTAI KARTANEGARA

2 Atasan PPID KEPALA BADAN

2 Ketua SEKRETARIS

3 Sekretaris
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, 
KETATALAKSANAAN DAN 
KEPEGAWAIAN

4 Bidang Pelayanan Informasi   DEWI ENDAH SAPUTRI, S. Sos

5
Bidang Pengelolaah Informasi dan 
Dokumentasi

1. AWANG DEDI RAHMANI, S.E
2.ROCKY NOVEMRI MAKMAKER

6
Bidang Penyelesaian Sengketa 
Informasi

1. M. HUSNIARDI, S.H
2. TRIANA HERLINA

7
Bidang Keuangan, Sarana dan 
Prasarana

1. FAHMI MULIANTO
2. NURUL AZMI, S.E

8
Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian

1. RADHIATUL FITRIANY

9
PPID Pelaksana Bidang Inovasi dan 
Teknologi

1. SURYA WARDHANA
2. AJI ICHA PRILITA, S.E
3. M. BAMBANG
4. RIDA SEPTIANTI

10
PPID Pelaksana Bidang Pemerintahan 
dan Pengkajian Peraturan

1. HASBINATORO
2. ZULKARNAIN GUNAWAN
3. IMELDA THERESIA P, S.H

11
PPID Pelaksana Bidang Sosial dan 
Kependudukan

1. M. IRMAWANSYAH, S.E
2. ZUBAIRI, S.E
3. ERWIN WINATA
4. RINI MARLINA, S.E

12
PPID Pelaksana Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan

1. AJI BEANTRIK LORA B, S.E
2. FAHRUDIN NUR, S.E
3. FEDI HEVI ERIVANA, S.T
4. ASLIHUL GHAUTSIY, S.E
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